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KOMISI PEMILIHAN I'MUM
KOTASERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMTIM KOTA SERANG

Nomor : 90 r / HK.O3.0 r -Id.pt / 367 3 / KPLI -Kot / I\t | 2O |a

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN RAIryAT UNTUK DEMOKRASI DAN MMILU (JRDP)
SEBAGAI LEMBAGA PEMAN'TAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SERANG TAI{UN 2018

KETUA KOMISI PEMILII{AN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang a. bahwa untuk melqksanakan ketentua.n Pasal 131 ayat (1)

Unda:rg-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2Ol5

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Ta-hun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah beberapa kali dfi1foraft terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mendukung

kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan

partisipasi masyaraka!

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Relawaa

Demokrasi pada Pemilihan Walikota dal Wqkil Walikota Serang

Tahun 2018;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Pmvinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 182, Tambahan
limbaran Negara Republik Indonesia Nomor 40lO);

Undang:-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tamba-han l,embaran
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undaag Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20O7
tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa. kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 {lcmbararr Negara Republik Indonesia Talun 2015
Nomor 58, Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2Ol5
tentang Penetapan Peraturan Pemerintgh Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupa.ti dan Walikota menjadi Undalg-Undang sebagaimana
telah beberapa keli diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2O16 (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahvn 2Ol7
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihpn Umum Nomor 05 tahun 2008
tentang Tata Ke{'a Komisi Pemilihaa Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten/Kota
sebagaimana telah beberapa kqli berubatr terakht dengan
Peraturan Komisi Pemilihqa Umum Nomor 0l tahun 201O;

8. Peraturan l(66lsl psmilihan Umum Nomor O6 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Seketariat Komisi Pemilihan
Um rrn KabupabnlKota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 22 Tabun 2OO8;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraal
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupa.ti dan Wakil
Bupa.ti, dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye Pemilihal Gubernur Dan Wakil Gubemur,
Bupati Dan Wakil E|q*6, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O17
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyaralat dalarn p66i11*r, Gubernur dan Wat lt Gubernur,
Bupa.ti dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor:
90018.A/367311\I /2OL8 tentang Penetapan Jaringan Rakyat
untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) sebagai Iembaga
Pemantau pa.da Pemilihan Walikota dan Wekil Walikota Serang
Tahun 20 18;

MEMUTUSKAN...

M empe rhatikan :



Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG
PENETAPAN JARINGAN RAIffAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU
(JRDP) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILII{AN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2OI8.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIFIAN UMUM
KOTA SERANG,
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HERI WAHIDIN

KEDUA

KETIGA

Sesuai Aslinya
SEKRETARTAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum

+&
Encep Supriadi

Menetapkan Jaringan Ralryat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP)
sebagai kmbaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Serang Tahun 2O18

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isial Pelaksanaan Pe{anjian Hibah Uang
altara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Serang Nomor : 9OO(O7-KID{[Y l20l7, Nomor :

253/KPU.Kota.Or5.436900/ry /2017, tanggiEJ O5 April 2O17

Keputusan ini mulai ber1aku pada taaggal ditetapkan apabila
dikemudial hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaika-n
sebagaimana mestinya.


